
a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi Pendapatan AsH
Daerah berupa Pajak Parkir, dipandang perlu melakukan
perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahtm 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Mengingat

Menimbang

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABAWNG
NOMOR17TAHUN2011 TENTANGPAJAKPARKIR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITABALONG,

PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONG
NOMOR 01 TAHUN2020

BUPATITABAWNG
PROVINSIKALIMANTANSELATAN

ISAUNANi
J'



6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 ten tang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
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1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

Pasal I

PERATURANOAERAHTENTANGPERUBAHANATASPERATURAN
DAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANGPAJAKPARKIR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

BUPATITABALONG

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATOAERAHKABUPATENTABALONG

OENGANPERSETUJUANBERSAMA

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Tabalong
Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat
II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabalong Nomor9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2011 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN: (1-4/2020)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 01

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 April 2020

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 April 2020

~ BUPATI TAf'ALONG, )..

tW

.fo ANANG SYAKHFIANIA(

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal II

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal6

2. Ketentuan Pasal6 diubah, sehingga Pasal6 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

(3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada
penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang di
parkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggara parkir
selama dalam 1 (satu) bulan.

(4) Tata Cara Penghitungan tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PasalS
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